BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya
berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data literatur berupa berkas
putusan dan undang-undang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bukti yang kuat dan melihat kebenaran yang jelas hakim oleh undang-undang
dibebaskan mengambil referensi hukum dari manapun, walaupun ketentuan
tersebut tidak disebutkan/ tidak ada dalam Undang-Undang Republik
Indonesia, seperti dalam perkara ini hakim mengambil doktrin dari Kitab Bajuri
Jus Il halaman 45 yang berbunyi yang artinya: “jika Penggugat membawa alat
bukti maka Hakim harus memperhatikannya dan memutuskan gugatan
Penggugat berdasarkan gugatan tersebut”, selain itu hakim juga boleh
memutuskan berdasarkan kesimpulan sendiri, pendapatnya sendiri hal ini
disebut dengan independensi hakim hal ini juga diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 Ayat 1, dengan demikian putusan hakim telah memenuhi prosedur
yang berdasarkan Undang-Undang. Dan setiap gugatan yang diajukan

kepengadilan, pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang diajukan tersebut
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sebelum terbukti kebenaran gugatan tersebut meskipun terdapat Undang-
Undang yang secara tegas menolak jika tidak memenuhi persyaratan yang telah
diatur dalam ayat sebelumnya contohya Kompilasi Hukum Islam BAB XIV
Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 102 dan pasal 103 ayat 2, sebagaimana yang
telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim
Dan Kewajibannya pasal 14 ayat 1 menyatakan “Pengadilan tidak boleh
menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih
bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”.

Dasar hakim dalam pengambilan keputusan sebenarnya telah terjawab dari
kesimpulan diatas, yaitu: Hakim dalam putusanya memuat pertimbangan
hukum, kedudukan hukum, fakta hukum, independensi putusan hakim. Hakim
berhak menafsirkan undang-undang, jika perkara yang dihadapi hakim tidak
ada dalam undang-undang maka hakim boleh berijtihad. Kewenangan hakim
itu memiliki independensi tidak ada yang boleh menginterfensi keputusan
hakim dan tidak harus sama dengan undang-undang, dan apabila para pihak
tidak puas dengan putusan hakim maka dapat dilakukan upaya hukum. Hakim
mewakili lambang keadilan, kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban
umum. Dari sini hakim boleh mengambil sumber hukum dari berbagai sumber

maupun menurut pemikirannya, pengalamannya dan dari yurispudensi.
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B. Saran-Saran
1. Pihak yang bersengketa

a. Pihak-pihak yang telah bersengketa harus tetap menjaga tali persaudaraan
dan saling menghormati.

b. Bagi pihak yang bersengketa tetap menyayangi dan perhatian kepada anak
tersebut agar tidak mengganggu perkembangan mental dan psikis anak
tersebut.

2. Pengadilan Agama Banyumas

a. Tetap konsisten melakukan peradilan dengan jujur dan adil.

b. Mempermudah pelayanan terhadap pihak yang berperkara dan yang
berkepentingan dalam penelitian, agar semua pelayanan menjadi praktis
dan cepat.

c. Tetap konsisten memberikan bantuan hukum dengan adanya pos bakum
yang masih beroprasi.

3. Untuk Pembaca

a. Jika memiliki anak hendaknya lebih menyayangi anak dan menghormati

kemauannya dalam pernikahan, dan jangan pernah memaksa dalam

menjodohkan anak supaya hal seperti ini tidak terulang kembali.
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